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TENTANG e

Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan,

disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Bagian Publik
sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan
penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung
jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual
serta media sebagai sarana pelayanan informasi;

Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lumajang agar berdaya guna dan berhasil
guna, perlu dikelola secara optimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Klakah
Kabupaten Lumajang yang ditetapkan dengan Keputusan Camat
Klakah Kabupaten Lumajang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Lumajang dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah;,

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentaqg Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Taf\un 2010
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5149): .
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